
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotesme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

Mengingat 

a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, dalam rangka mengemban amanat 
rakyat dan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan efisiensi dan 
efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Klaten, sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku, perlu memberikan tunjangan perumahan kepada 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kl a ten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas maka Peraturan 
Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Klaten dipandang sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu diganti 
dengan peraturan yang barn; 

c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur dengan 
Peraturan Bupati Klaten tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten; 

Menimbang 

BUP ATI KLATEN, 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KLATEN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NO MOR l 0 T AHUN 2008 

BUPATIKLATEN 

• 



Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Klaten diberikan dalam bentuk uang yang 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 dengan 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standard 
harga setempat yang berlaku. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEW AN 
PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 

MEMUTUSKAN: 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanzza Ker.:~;;r; 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( L"' ..... ,..,.._..-..i 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 1 o 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetereo 

berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah . 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan · Ketiga Atas Peraturan PemPT'I·.., ,•,o,-., 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuang 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem 
Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara om 
4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemberan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Klaten; 
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Menetapkan 

• 



SERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR .J.h 

2008 
Diundangkan di Klaten 
pada tanggal J 7vn1 

SEKRET ARIS D 

SUN ARNA 

2008 
Ditetapkan di Klaten .., 
pada tanggal 1 7 v n I 

BUPATI KLATEN, 

TELAH DIKOREKSI TGL PARAF OLEH 
SEKRETARIS /) DAERAH 

ASISTEN I s;h 08- ~< 

KABAGHUKUM ~' 
SEKRET ARIS DPRD 7./1:,-~ -+ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 5 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Klaten. 

Pasal 4 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 3 

(1) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 
sebagai berikut : 
a. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.100.000,- I bulan. 
b. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.500.000,- I bulan 

(2) Penerima Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

Pasal 2 
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